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BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

a.

KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUDUS,

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 315 ayat (6) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati telah
menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 16
Agustus 2016 Nomor 910/075/2016 tentang Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran
2016 dan Rancangan Peraturan Bupati Kudus tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kudus Tahun Anggaran 2016;

bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 tidak
bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kudus Tahun Anggaran 2016;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang
Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
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Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang
Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
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Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5697);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian
Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri
Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau
Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5888);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pemberian
Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2016 kepada Pegawai
Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia, dan Pejabat Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5889);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan
Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 153);
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Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 130) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor
10 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 190);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2010 tentang
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 131);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2010 tentang
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 132);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 133);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2010 tentang
Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 134);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010
Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 135);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010
Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 136);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010
Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 137);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 18 Tahun 2010 tentang
Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010
Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 138);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2010 tentang
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 139);
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Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun
2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 140);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 143);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun
2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 144);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten
Kudus Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 145);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 146);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 147);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun
2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 148);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2011 tentang
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 149);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 150) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor
12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 180);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten
Kudus Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 151);
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Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten
Kudus Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Nomor 153) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15
Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 191);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2012 tentang
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 155);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kudus Nomor 158);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta
Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor
159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus
Nomor 16 Tahun 2014 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Peraturan
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi
Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan
Sipil (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2012 tentang
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa (Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 160);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 161);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 162);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 163);

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 164);
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70. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kudus Nomor 165);

71. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 167);

72. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun
Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015
Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan
BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula
berjumlah Rp. 1.922.732.239.000,00 bertambah sejumlah
Rp. 531.384.210.000,00 sehingga menjadi Rp. 2.454.116.449.000,00
dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah:
a. Semula Rp. 1.752.195.207.000,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 274.818.153.000,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 2.027.013.360.000,00

2. Belanja Daerah:

a. Semula Rp. 1.922.732.239.000,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 531.384.210.000,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 2.454.116.449.000,00

Surplus/ (Defisit) setelah perubahan Rp. (427.103.089.000,00)

3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan:
1) Semula Rp. 179.593.611.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 266.566.057.000,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 446.159.668.000,00

b. Pengeluaran:
1) Semula Rp. 9.056.579.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 10.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah
Perubahan Rp. 19.056.579.000,00
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Jumlah Pembiayaan netto setelah

perubahan Rp. 427.103.089.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

setelah Perubahan Rp. 0,00
Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (a)
terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah:

1) Semula Rp. 274.923.909.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 12.172.844.000,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

setelah Perubahan Rp. 287.096.753.000,00
b. Dana Perimbangan:

1) Semula Rp. 1.036.520.387.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 346.933.501.000,00

Jumlah Dana Perimbangan

setelah Perubahan Rp 1.383.453.888.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:

1) Semula Rp. 440.750.911.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (84.288.192.000,00)

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah

yang Sah setelah Perubahan Rp. 356.462.719.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah:

1) Semula Rp. 73.869.717.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.453.000.000,00

Jumlah Pajak Daerah setelah

Perubahan Rp. 77.322.717.000,00
b. Retribusi Daerah:

1) Semula Rp. 17.287.997.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 873.103.000,00

Jumlah Retribusi Daerah setelah

Perubahan Rp. 18.161.100.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan:

1) Semula Rp. 5.603.691.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 834.010.000,00

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan setelah Perubahan  Rp. 6.437.701.000,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah:

1) Semula Rp. 178.162.504.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 7.012.731.000,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
yang Sah setelah Perubahan Rp. 185.175.235.000,00
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(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil:

1) Semula Rp. 214.366.616.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 4.341.374.000,00

Jumlah Dana Bagi Hasil setelah

Perubahan Rp. 218.707.990.000,00
b. Dana Alokasi Umum:

1) Semula Rp. 822.153.771.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Dana Alokasi Umum

setelah Perubahan Rp. 822.153.771.000,00
c. Dana Alokasi Khusus:

3) Semula Rp. 0,00

1) Bertambah/(berkurang) Rp. 342.592.127.000,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus

setelah Perubahan Rp. 342.592.127.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah:
1) Semula Rp. 2.681.453.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 10.170.000.000,00
Jumlah Pendapatan Hibah setelah
Perubahan Rp. 12.851.453.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak:
1) Semula Rp. 123.345.920.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 31.267.799.000,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak
setelah Perubahan Rp. 154.613.719.000,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus:
1) Semula Rp. 314.723.538.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (228.501.391.000,00)

Jumlah Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus setelah Perubahan  Rp. 86.222.147.000,00

d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah

Lainnya:
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 102.775.400.000,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah
Daerah Lainnya setelah Perubahan  Rp. 102.775.400.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung:
1) Semula Rp. 1.132.189.321.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 49.002.191.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung
setelah Perubahan Rp. 1.181.191.512.000,00
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b. Belanja Langsung:
1) Semula Rp.
2) Bertambah/(berkurang) Rp.

790.542.918.000,00
482.382.019.000,00

Jumlah Belanja Langsung
setelah Perubahan

Rp. 1.272.924.937.000,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis belanja:

(3)

a.

Belanja pegawai:

1) Semula Rp. 894.955.302.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 25.536.672.000,00

Jumlah Belanja Pegawai

setelah Perubahan Rp. 920.491.974.000,00
b. Belanja Bunga:

1) Semula Rp. 3.398.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Belanja Bunga setelah

Perubahan Rp. 3.398.000,00
c. Belanja Hibah:

1) Semula Rp. 13.339.998.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 17.816.430.000,00

Jumlah Belanja Hibah setelah

Perubahan Rp. 31.156.428.000,00
d. Belanja Bantuan Sosial:

1) Semula Rp. 24.729.282.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.768.723.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial

setelah Perubahan Rp. 27.498.005.000,00
e. Belanja Bagi Hasil:

1) Semula Rp. 9.467.435.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil

setelah Perubahan Rp. 9.467.435.000,00
f. Belanja Bantuan Keuangan:

1) Semula Rp. 186.693.906.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.880.366.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan

setelah Perubahan Rp. 190.574.272.000,00
g. Belanja Tidak Terduga:

1) Semula Rp. 3.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (1.000.000.000,00)

Jumlah Belanja Tidak Terduga

setelah Perubahan Rp. 2.000.000.000,00

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai:
1) Semula Rp.
2) Bertambah/(berkurang) Rp.
Jumlah Belanja Pegawai
setelah Perubahan Rp.

31.864.430.000,00
8.394.866.000,00

40.259.296.000,00
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b. Belanja Barang dan Jasa:

1) Semula Rp. 350.106.131.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 108.442.419.000,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa

setelah Perubahan Rp. 458.548.550.000,00

c. Belanja Modal:

1) Semula Rp. 408.572.357.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 365.544.734.000,00

Jumlah Belanja Modal

setelah Perubahan Rp. 774.117.091.000,00
Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri
dari:

a. Penerimaan:

1) Semula Rp. 179.593.611.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 266.566.057.000,00
Jumlah Penerimaan
setelah Perubahan Rp. 446.159.668.000,00
b. Pengeluaran:
1) Semula Rp. 9.056.579.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 10.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran
setelah Perubahan Rp. 19.056.579.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

(SiLPA):

1) Semula Rp. 179.593.611.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 266.566.057.000,00
Jumlah SiLPA

setelah Perubahan Rp. 446.159.668.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pembiayaan:

a. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah:

1) Semula Rp. 9.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 10.000.000.000,00

Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah

setelah Perubahan Rp. 19.000.000.000,00
b. Pembayaran Pokok Utang:

1) Semula Rp. 56.579.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang
Jatuh Tempo setelah Perubahan Rp. 56.579.000,00
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Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,
terdiri dari:

1

. Lampiran I

Lampiran II

. Lampiran III

. Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

. Lampiran VII

Lampiran VIII

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan
Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat
Daerah;

Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi Satuan Kerja  Perangkat Daerah,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja
Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan
Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara;

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan
Per Jabatan;

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya
yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali
dalam tahun anggaran ini;dan

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan
pelaksanaan Perubahan APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2016.

Belanja Daerah sebagai landasan operasional

Pasal 7

(1) Dalam keadaan darurat atau mendesak, Bupati dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang

memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah
daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan



-15-

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat atau mendesak.

(3) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang
memenuhi kriteria sebagai berikut :
a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah
dan masyarakat.

Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 23 Agustus 2016

BUPATI KUDUS,

MUSTHOFA

Diundangkan di Kudus,
pada tanggal 24 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

NOOR YASIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2016 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS,
PROVINSI JAWA TENGAH : (2/2016)

~+KUDUS
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